
GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 67 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 80 TAHUN 2019
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH

TAHUN ANGGARAN. 2020

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) huruf a dan Pasal
35A ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018
tentang Jaminan Kesehatan, iuran Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) sebesar Rp25.500,00 (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)
per orang per bulan dibayar oleh Peserta Pekerja Bukan Penerima
Upah (PBPU) dan Peserta Bukan Pekerja (BP) atau pihak lain atas
nama Peserta, perlu memenuhi kekurangan penganggaran
pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Aceh Tahun Anggaran
2020 sehingga perlu dilakukan penambahan anggaran pada
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Aceh Tahun
Anggaran 2020;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan
rumah negara bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD), kepadayangbersangkutan diberikan tunjangan perumahan,
sehingga perlu dilakukan penambahan anggaran pada Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh
Tahun Anggaran 2020 untuk memenuhi kebutuhan anggaran
tunjangan perumahan bagi pimpinandan anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Aceh;

c. bahwa untuk menindaklanjuti surat Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 7472/F1/PR/2020 tanggal 23 September 2020
perihal Perubahan Rekening Anggaran Kegiatan DAK Museum
Tsunami Tahun 2020 dan Surat Nomor 7990/F1/PR/2020 tanggal
15 Oktober 2020 perihal Perubahan Rekening Anggaran Kegiatan
DAK Taman Seni dan Budaya Aceh Tahun 2020, perlu dilakukan
penyesuaian rekening belanja pada Kegiatan Dana Alokasi Khusus
(DAK) Museum dan Taman Seni dan Budaya Aceh Tahun 2020 pada
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kebudayaan Tahun dan
Pariwisata Aceh Tahun Anggaran 2020 agar sesuai dengan Juknis
DAK Non Fisik Biaya Operasional Program (BOP) Museum dan
Taman Budaya Tahun 2020;
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d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah, Pasal 160 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Pasal 160
Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan
Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1Tahun
2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh, pergeseran anggaran
antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dan
pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan
dilakukan melalui perubahan Peraturan Gubernur tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, sehingga
Peraturan Gubernur Aceh Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2020 perlu
diubah kembali;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Aceh
Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan
Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 11Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7
Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik IndonesiaTahun 2019 Nomor 43);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan
dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
106,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6322);

8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur
dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
2020 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2020 Nomor 155);

9. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan
Kesehatan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2020 Nomor
130);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 655);

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran
2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease
2019 dan/atau menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 377);

14. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan
Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008
Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam
Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun
2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun
2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);

15. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian
Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan
Dana Otonomi Khusus (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh
Darussalam Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah
Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018
tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008
tentang Tata Cara PengalokasianTambahan Dana Bagi Hasil Minyak
dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran
Aceh Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 85);
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16. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Aceh Tahun 2017-2022 (Lembaran Aceh Tahun
2018 Nomor 7);

17. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019 tentang Retribusi Aceh (Lembaran
Aceh Tahun 2019 Nomor 10,Tambahan Lembaran Aceh Nomor 113);

18. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Aceh Tahun
2019 Nomor 20);

19. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 16 Tahun 2020 tentang Tata Cara
Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (Berita Daerah
Aceh Tahun 2020 Nomor 15);

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 80 TAHUN 2019 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH TAHUN
ANGGARAN 2020.

Ketentuan Lampiran Idan Lampiran IIdalam Peraturan Gubernur Aceh
Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Aceh Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Aceh Tahun 2019
Nomor 80) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Gubernur Aceh Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 80 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran
2020 (Berita Daerah Aceh Tahun 2020 Nomor 57) diubah sehingga
berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Idan Lampiran II
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

MEMUTUSKAN:

Pasal 1

Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 6 November 2020

20 Rabiul Awal 1442

UBERNUR ACEH

NOVA IRIANSYAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 6 November 2020

20 Rabiul Awal 1442

s0L SEKRETARIS DAERAH ACEH'f
TAQWALLAH

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2020 NOMOR 67
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